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Kredit macet seringkali menjadi permasalahan berkepanjangan yang dialami
tiap-tiap Bank. Namun demikian Bank senantiasa memberikan dukungan kepada
para pengusaha yang membutuhkan modal untuk kelangsungan usaha mereka
melalui pemberian kredit. Salah satu upaya penanggulangan kredit macet adalah
dengan Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi Kredit adalah upaya penyelamatan
kredit yang dilakukan oleh Bank terhadap debitur yang menunjukan itikad baik untuk
bekerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik
sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya. Berlakunya Undang-Undang
Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN merupakan dasar bagi Pengurusan
Piutang Negara yang berasal dari kredit macet Bank Pemerintah. Lembaga PUPN ini
diadakan untuk melakukan penarikan kembali dana-dana pemerintah yang macet
dalam pengembaliannya secara efektif dan efisien dan waktu yang singkat tanpa
melalui proses Pengadilan. Meningkatnya jumlah kredit bermasalah mengakibatkan
pemerintan merasa perlu diadakan revisi dalam tata cara penghapusan piutang
negara/daerah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintan Nomor 33 Tahun 2006,
yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
Tesis ini bertujuan untuk meneliti upaya penyelesaian kredit macet pada Bank
Mandiri melalui sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33
Tahun 2006
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Non- performed |oans often become long standing issues for any commer cial
Bank. Nevertheless, Banks continue to help business people who needs capital funds
to keep their business going through provision of loans/credits. One way to resolve
non-performed loans is through Loan Restructuring. Loan Restructuring is a tool to
save non-performed loan which is done by the Bank to the debitors who actually
have good intention to cooperate and whose business are still running and potential,
so that the creditors are able to make the loan repayment. Law Number 49 of 1960
regarding Committee of State Claims Management (PUPN) is the basis for
processing the non-performed loans in the Sate Bank. This Committee on State
Claims Management (PUPN) institution was established to collect the government
fund which becomes non-performed loans in an effective and efficient way and in a
short period of time without going through a Court process Due to the fact that non-
performed loans increased, the government sees that it is necessary to revisit the
mechanism of offsetting non-performed loan as stated in Government Regulation
Number 33 of 2006, which is inconsistent to Law Number 49 of 1960. This thesis
examine the settlement of non-performed loan at State Bank (Bank Mandiri) before
and after the enactment of Government Regulation Number 33 of 2006.
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